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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kchadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat

kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Desisir Seiaian dapat menyusun Rencana Kerja Tahun
Anggaran 2022. Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA 2022 ) ini merupakan penjabaran
tahunan dari Rencana Stiategi (RENSTR.\, OPD yang (ertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang

dilaksanakan melalui kegintun-kegiatan dajum program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 akan digunakan sebagai salah satu bahan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022,
Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi
pclaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung visi , misi dan program Kepala
Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini masih terdapat beberapa kekurangan,
untuk ity kami mengharapkan adanya masukan vang bersifat membangun untuk perbaikan
dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun
dasar untuk pemyusunan rencana dan
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BAB. 1

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah bahwa setiap (Satuan Kerja Perangkat Dacrah) SKPD berkewajiban
menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan
pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) OPD. Rencana Kerja OPD ini berisi
rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD dalam
waklu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan
misi Kepala Daerah. Renja OPD berfungsi untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra)
OPD yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah iima tahunan, yang juga
dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra
dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awai, penyusunan
rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan
penctapan. Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.
Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi
mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan
inforinasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan lahupan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam
prosesnyd, penyusunan rancangan Renju OPD mengacu padu kerangka atahan yang
dirumuskan dalam rancangan awal OPD. Oleh karena itu penvusunan rancangan Renja
OPD dupat dikerjakan secara simultan/paralel dengan peny usuiivi rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD,
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:valuasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun scbciumnya dan cvaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD
dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Dzcrah, sclanjutnya Kepala OPD menetapkan
Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan

kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaun.

Renja OPD mempunyai kedudukan vang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka
menengah (RPJMD). Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Dacrah untuk penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan
dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Sciatan Tahun 2022 adalah

sebagai berikut :

i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) juo Undang-Undang Nomor 58 Tuhun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tebun 2605 Nowwr 47, Tambaban Lembarun
Negara Republik Indonesia Nomor 4286

4. Undaug-Undang Nomot 1 Tabun 2894 wcnwng  Perbendahamaan  Negara
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4419,

7. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

10. Undang-Undang Nomor i7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 {Lembaran Negata Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700},

11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Pedagangan Orang {Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635),

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):

i4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol
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Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan  Orang  terutama
Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45%0),

15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 20i2 tentang Sistem Peradilan Anak
{Tambahan Lembaran Negara Republix indonesia Nomor 5332),

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indoneste ©ohun 2614 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiz ~omor 3587) sebagaimana teiah
beberapa kali diubah terukhin dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

-
-]

. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ientang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 200+ Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405):

:-.I:J

Peraturan Pemerintah Nomor 355 whun 2005 temang Dana Perimbangan
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 44055,

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2003 tentang Sistem Informai Keuangan

-

Ductalt {leinbarun Negara Republik indonesia Tabun 2005 Nomwr 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tealang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

(_‘}

5135},

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjusama Pemulihan Korban Kckerasan Jaians Rumah Tangga (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406

~% Persturan Femeriman Nomor 8 tahun 2005 wentang Peluporan Keuangan dan
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Kinerja instansi ’emerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

. Peraturen Pemerintzh Nomor § Tahun 2008 tentang Tahapan, Tauia Cura

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2008 Nomor 2i,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme

Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

. Peratwran Pemerintah Nomor iZ tahun 2019 tentang Pengeloluan Keuungan

i

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 63225,

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republix

Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional;

Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir
dengan Peraluran Menieri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 wnlang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

ientang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan  Gonder di Dacrah (Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

wa

3. Peraturan Menteti Datam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Dacrah.sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 wwntang Perubahan Alas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Zui5 tentang Pembentukan Prodk
Hukum Daerahy;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, Scrla
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah dan Rencana Kerju  Pemcrinlah
Daerah:

35. Peraturun Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tuhun 2019 tentang Kiasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dazerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022,

37. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan
Susial INasional,

38. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang

Rencany Pembuangunan Jungha Panjung Duerah Kabupaten Pesisit Selatun

Tahun 2005-2025;

ad
:.O

Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Seluian Nomor 7 tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030
scbagaimana telah diubah dengan Peratursn Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor | Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir
Sciatan Tahun 2010G-2630;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 tentang Tata

Cara Penyusunan Dokumen dan Pelahsancan Siusyawarah  Perencanaan
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Pembangunan Dacrah;

41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20106 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah Kabupaten Tesisir Selatan Tahun 2016-2021, schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan:

42 Peraturan Gubemnur Provinsi Sumatera Barat Nomor ..., Tahun 2021 tentany
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

43, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisit Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentany

Pembentukan dan Susunan Peranghat Dacrah;

‘. v " » I 4 "W17 il
44. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisit Selatan Nomor 2 Fahun 2017 tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
. 5 ‘s . wnr T Th 202 nl; )
45, Peraturan Dacrahi Kabupaten Pesisit Selatan Nomor 03 Tabun 2021 (entang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun 20215

46, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 (entang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

47, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2016-2021;

48. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaren Pendapatan dan Belanju Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021

Fas

. Peruturan Bupati Pesisir Selalun Nomor ... Tahun 2021 wowng Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penvusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini merupakan salah satu dari
serangkaian praces pekeriaan penvusunan program pembangunan daerah Rencana Keria
(Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan Tahur 2022 ini berisikan uraian mengenai cvaluasi hasi! pelaksanaan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Sciatan Tahun 2022 dan rencana kinerja lahun yang akan datang.
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Perdase ban bl istms, menha Boo ana havia cHangins Dines Bostal Pombuorday s

Porompuan dan Pevlindungan Anal  Kabupaton Fesss Swisan Tolun 1022 il divasan
dengan s suad Jaw Dapaan e baga tegidae

!

Pervaharan tabwnan dart Rancangen Heneana Strategt (RENSTRA) Dines Sosisl
Pemdordayasn Perompuan dan Perfindungan Anak Kabupaten Peasir wistan yang

L P e

Sengub ut den medakubsn cvabuans iveria D sonal Perbentayasn Perempuan
don Porlindungan Aval Kabaguion Posisir i san pada @l scbolumny s,

Menjsharkan pambaran tentang koodisi o [Dhnas Sosial  Pemberdayasn
Poresmpuasn dan Petlindungan  Anak  Kabupaten Pesisie  Selatan  sekaligus
mermabioend tiuan dan waaran vang ahan dicapai dalasn sanghs mewajudioon vis
dam moisi Kepala Dacrah Kabupaten Pesisit Sclatan

Momadablan seluruh japman Aparstur Pemenintah Ducrady sl wemabam dan
mensis sasaran, kebjakan dan program serta kegiatan operassonal Dinas Sosial
Posbondayaan Perompuan dan Perlindungan Anel Kabupaten Poss Sclatan.
ek meromuskan program dan kegiatan pembangunan vang sesuni dengan
tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak
Kobmwaen Prasic Selston vang disnggarkan melabin Angparan Pendapston dan
Belanga Dacrah (APRD).

1.4, Svtbmatiha Penulibvan

Sistematika penulisan Rencana Kena Perangiat Daceah berdasarkan Permendagri Nomar
86 Tahun 2017 adalsh schagai benkut -

BAB

I PENDAHULUAN

1 1 Latar Belakang
1] Landasan Hukum
'3 Makead dan Tuien

i 4 Sistemanka Penulisan
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;AB 1L EVALUASI PEL.JLKS.’\:‘;A_‘\N RENJA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN LALU ( TAHUN 2020
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkal Daerab.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaruan Togss dun Fungsi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal kr.rD

2.5. Penelaahan usulun program dan hegiatan masyarakal

BAB I1Ii. TUJUAN DAN SASARN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022

BAB V. PENUTUP
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BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
terdiri dari satu sekretariat, tiga bidang, dan satu Unit pelayanan Terpadu. Hasil Renja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 220 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah
mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua

kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun

2020 diuraikan dalam tabel 2.1 berikut:
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TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluati Hasil Pelaksanaan Renja Ferangkat Dagrah dan
Pencapaian Renstra Peranghat Dasrah s d. Tahun 2023

Kabupaten Mesisir Selatar

Aparatur

» pst Deeran rinas Sosial, Pemberdayaan Perempcan dan Perlindungan Ansk
ira
{ Target dan Realisasl Kinerja Program dan perkiraan Realisasi Capli:n‘:hm;:;;w r
Kegiatan Tahun 2013 Targst program Perangkat Daerah s.d. tahun
Targst Kinerja Realisas! Target Kinerja Hasll dan keglatan Realisasi Cagaian
(maas/ idang Lrusan Pemerintaban Caerah Indikator Kinerja Program Capaian Program Program dan Keluaran Target Renja |Realisasi Renja Tingkat | (Ren/ Perangkst |  program dan Tingkat Capaian
| Mt a9 Frogeem) Negiaun (ewtcomes)/ Kegiatan {outout) | (Renstra Perangiat | Kegiatans.d. dengan Tatun Perangkat Petonglat | o oo | DeserahTahun Kegi sd. |R i Target Renstra
Daerah) Tahun 2020 2019 Daerah Tahun | Daerah Tahun (%) 2021) tahun berjalan (%)
2020 2020 (2021)
| Proga— Pelavana” Ageymgtas Ferxantoran =
T Ty j=33 telpon, ar ©
:’sf.em sasa Komunikasi, Air can Listrik l;:"‘"‘" Js3 12000, 2. £0 bin A3 bln 12 bin 12 bln 100% 12 bin 12 bin 100%
1 fm!a - - nistra
:l Pemeedaan Jasd ACTES 35 RELENERN i BJ"‘S:T?. s admd # 53 bin 18 bin 12 bin 12 bin 100% 12 tin 12 bin 100%
| 3] Perypecaae as) Krtersingn Kantor ::_'“w' :“' PO e hnbacsioe 59 bin 48 bin 12 bin 12 bin 100% 12bin 12 bin 100%
| : ntz b a 12 bin 12 bin 100% 12 bln 12 bin 100%
f i’?memed:u A Tersedianya alat tulis_kantcr 50 Hia o
| a Cotai A — 210 12 bln 100% 12bin 12 bln 100%
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3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Dacrah

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlin A —
Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran atau
vang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (TKUJ) serta menggambarkan pula fingkat

capaian pada program/kegiatan.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabuapaten
Pesisir Selatan Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formula Target TA Sumber Daya/
Utama 2020 Penanggung jJawab
Terwujudnya Tercapainya Pelayanan | Jumlah PMKS yang 21.868 Kabid Linjamsos dan
Kesejahteraan Sosial | Sosial bagi PMKS sesuai | mendapatkan Kabid Pemberdayaan
bagi Penyandang Standar perlindungan, dan Rehabilitasi Sosial
Masalah jaminan sosial dan
Kesejahteraan Sosial rehabilitasi serta
(PMKS) pemberdayaan
sosial sesuai
standar
Terwujudnya Persentase sarana dan | jumlah sarana dan 100% Kabid Pemberdayaan
Pemahaman Nilai- prasarana prasarana Sosial
Nilai Kepahlawanan, | kepahlawanan yang kepahlawanan
Keperintisan dan dipelihara yang dipelihara
Kesetiakawanan dibagi jumlah
Sosial sarana dan
prasarana
kepahlawanan
yang seharusnya [
dipelihara dikali
100%
Meningkatnya Peran | Indek Pemberdayaan Komposit 55.24 Kabid Pemberdayaan
Perempuan dalam Gender Keterlibatan Perempuan dan
Pembangunan Perempuan di Perlindungan Anak
Parlemen,
Perempuan
sebagai
profesional.
manager, 1
administrasi dan ‘
teknis, sumbangan !
perempuan dalam l
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pendapatan kerja | P —
l'—.-_——-__-_ 1 i = —— - e e N "
.eningkatnya Prediket Kabupaten jur:lah' lndlkau‘)r- 5 Kabid Pemberdayaan \
perlindungan Layak Anak Kabupaten Layak Perempuan dan
terhadap Perempuan Anak yang dapat Perlindungan Anak
dan Anak dipenuhi

Di Kabupaten Pesisir Selatan, penyelenggaraan kesejahiteraan sosial dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program-program yang difokuskan untuk
meningkatkan kescjahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi langgung jawab liga pilar

pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki2 tujuan yaitu “Terwujudnya

Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas” dan “ Terwujudnya Kesetraan dan Keadilan
Gender™

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sesuai dengan tabel di atas, terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama
vaitu:

1. Tercapainya Pelayanan Sosial bagi PMKS sesuai standar dengan target 21.868 jiwa
terealisasi sesuai largel melalui bantuan program PKH, program Sembako, Program
Bntuan Iuran APBN dan APBD, Bantuan Kelompok Usaha Bersama, Bantuan Wanita
Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan bantuan bagi penyandang disabilitas.

2. Persentase sarana dan prasarana kepahlawanan yang dipelihara dengan target kinerja
100%, terealisasi sesuai target yaitu 100% terdiri dari pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan di Sago dan Makam Pahlawan Nasional H. Tlyas Yacub di Koto Barapak
Bayang.
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3. Indcks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan dengan targel 55,24 ¢ Tl
[T crealisasi

sebesar 56,93 untuk tahun 2020 sesuai dengan data pembangunan yang berbasis gende
r

yang dirilis olch Badan Pusat Statistik.

4. Prediket Kabupaten Layak Anak dengan target Pratama untuk tahun 2020, untuk 1KU
ini tidak bisa direalisasikan dikarenakan penilaian Kabupaten Layak Anak dari
Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibatalkan dikarenakan

Pandemi Covid-19.
2.3 Isu Isu Penting Penyclenggaraan Tugas dan Fungsi

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi olch Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2016 — 2021, adalah sebagai
berikut:

a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Kesejahteraan Masyarakat .

Adanya kebuluhan atas penanganan masyarakal miskin  dan  penyandang

kesejahteraan masalah sosial masih tergantung dari bantuan, banyaknya

masyarakat penyandang kescjahieraan sosial belum  dapat tertangani - secara
maksimal dikarenakan mobilitasi penduduk dari kota lain misalnya seperti
geiandangan, psikotis, dan lain scbagainya. Sedangkan data bantuan seperti masih
tergantung dari pusat. Dalam menangani urusan sosial terutama pada penyandang
kesejahicraan sosial terkadang tidak sesual dengan perencanaan alus kebutuhan
pemberian bantuan dan pemberdayaan, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan hidup

seseorang dan kematian.,

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya kerjasama dan koordinasi
dari berbagai sektor, serta banyaknya rekan kerja hingga ke wilayah terkecil
pedesaan dengan dibantu para kader ( TKSK, Fasilitator dan SDM Pendamping,
PKH).

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama
bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih
hanvak teriadi, hal ini dikarenakan masih kurangnya nemahaman hukam dalam

kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat Pesisir Sclatan. Oleh karenanya
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Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A Kabupases:
Pesisir Selatan melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan begi  korben
kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karens kekerpsan
terjadi bukan hanya disebabkan dari faktor pelaku, namun kondis; dari linghumgen
pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalzh mencipiakan dun
mewujudkan  Pesisir Selatan menuju Kabupaten Lavak  Anzk  gersa
mengoplimalkan [ungsi P2TP2A.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan membandingkan anter

rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. pengendalisn
dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisah dalam tabapan penvusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD.
Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggamn Sementara {FPAS)
serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD  tahun 2020 Dinas  Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

lerlihat pada Tabel 2.3. berikut
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4.5, Penclanhan usulan program dan kegiatan masyarakat

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari. ma:g,yal rakat

melalui Musrenbang adalah :

Tabel 2.4, Usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Tahun 2022

Kabupaten Pesisir Selatan

No | Program Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan
‘ Volume
(1 ) (3) “4) (3) (6)
|
I [ Program Kec. Tersedianya _ Alat | 40 unit
Rehabilitasi Sosial | Sutera Bantu Disabilitas
Kec. Tersedianya Alat | 10 unit
Silaut Bantu Disabilitas
Kec. Tersedianya Alat | 2 unit
Airpura | Bantu Disabilitas
- Kec. Tersedianya Alat | 6 unit
Rahun Bantu Disabilitas
Tapan
2. | Program Kec. Tersedianya 1 paket
Pemenuhan Hak Silaut Taman Bermain
Anak Ramah Anak
3. | Program Kec. Tersedianya Data | 1 dokumen
Perlindungan dan | Silaut DTKS yang telah
Jaminan Sosial diverifikasi dan
divalidasi
Kec. Tersedianya Data | 1 dokumen
Airpura | DTKS yang telah
- diverifikasi dan
’ I divalidasi
i ’ Kec. lersedianya Data | 1 dokumen
’ i Pancung | DTKS yang telah
. Soal diverifikasi dan
| divalidasi
|
}r 4. | Progian Kec. Tersedianya 1 nagari
I
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Penanganan Batang Kampung Siaga T e
/ / Bencana Kapas Bencana ‘\
Kec. Tersedianya 1 nagari
Rahun Kampung Siaga
Tapan Bencana

/
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BAB I

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemberian otonomi luas
kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serla masyarakat, Disamping itu
melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikun prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
serta potensi dan keanckaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus
selalu  berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan scelalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah
telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-
2021 scbagai pedoman pembangunan ncgara dalam kurun waktu tersebut. RPIMN

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, susuran pembangunan Jangka menengah 2020-
2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maj, adil dan makmur
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai

wilayuh yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 ( empat ) pilar dari RPJIMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan
amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan
nasional perinde terakhir Keempat pilar tersehuf diterjemahkan kedalam 7 apenda

pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek

Ny Tt
1 T10TILas.

Tujuan RPN 10 Tahun 2020-2024  telah sejalan  dengan  Sustainable

Development Goals SDGs). Target- target dari 17 tujuan(goals) dalam tujuan
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. embangunan Berkelanjutan ( SDGs ) beserta indikatornya ditampung dalam 7 agenda

pembangunan.
Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN [V Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas.

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang herkualitas dan berdaya saing.

fad

Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Memperkuat Infrastruktur  untuk  mendukung pengembangan  ekonomi  dan

B

pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungun hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-piliban strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan
tersebut. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupalen Pesisir Sclalan  adalah “Terwujudnya  Pelayanan
Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas™ dan ¢ Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan

Gender™

Sasaran adalah hasil vang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
wakty § (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :
1. Terwujudnya Kesejaliteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan

Sosial.
3. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan.

“« wa . : . ‘ ) =
i. Meningkatuya Feriindungan Lot hadap Perempuan dan Anak
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Tujuan, sasaran , strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempu
' 2 an
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2

berikut.
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TABEL 3.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera".
Misi: Melaksanakan reformasi birokrasi den

gan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.
TUJUAN SASARAN 23 STRATEGI KEBIJAKAN
1 |Terwujudnya Pelayanan Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Meningkatkan kerjasama dalam Peningkata_n pempenan bantuan
Kesejahteraan Sosial yang |Penyandang Masalah Kesejahteraan pemberdayaan ekonomi masyarakat (kepada fakir miskin
Berkualitas Sosial (PMKS)

Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilaj Meningkatkan koordinasi dengan pusat Penganggaran biaya pemeliharaan
Kepahlawanan, Keperintisan dan terkait pemeliharaan Makam Pahlawan Taman Makam Pahlawan
Kesetiakawanan Sosial Nasional
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Terwujudnya
Pengarusutaman Gender
dan Perncungan Anak

Meningkatnya Peran Perempuan dalam
Pembangunan

komitmen pemerintah daerah,

Mmassa tentang pentingnya
pengintegrasian perspektif gencer
dalam pembangunan di berbagai
bidang.

i erempuan
Meningkatkan pemahaman dan Peningkatan peran p
mitmen : dalam berbagai tahapan dan

masyarzkat, dunia usaha dan media |proses pembangunan ¢i semuz

bidang

Meningkatnya Perlindungan terhadap
Perempuan can Anak

Menyusun, mereview,
mengharmonisasikan, dan
mengkoordinasikan, berbagai re:gulasi
dan kebijakan tentang perlidungan
terhadap peremouan dan anak dan

Peémenunan hak anak.

Perlindungan Perempuan dan
anak, serta pemenuhar hak anak
dengan fokus pada percepatan

pencapaian Kabupaten Layak
Anak.
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Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2016-2021

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TARGET KINERJA
Ju. ADA
NO TUJUAN IDIKATOR TUJUAN J(”HIR‘;"E;IODE BASARAN INDIKATOR SASARAN
e RENSTRA
2018 2017 2018 2019 2020 2021
b ¢ d ) f g h I /
1 [Terwiujudnya Peizyanan |Indeks Kepuasan B Meningkatnya Kesejahteraan - Tercapainya Pelayanan 12,271 13,498 21,868 21,868 28,099 28,099
Kesejahteraan Sosial Masyarakat Bidang Soslal bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Soslal bagi PMKS
yang Berkualitas Sosiai Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesua! Standar
i
' [
J i Meningkatnya Pemahaman Nilal- | - Persentase Sarana dan Prasarana 100% 100% 100% | 100% 0% | 100%
| ; Nilal Kepahlawanan, Keperintisan Kepahlawanan yang dipelihara
[ [ | dan Kesetiakawanan Sosial
| I '
:; %
d |
z  [Terwujudnya Indeks Pembangunan 8526 Meningkatnya Peran Perempuan Indeks Pemberdayaan Gender 5498  55.05 5511 5518 6524 5531 |
Pengarusutamazn Gender | dalam Pembangunan
Gender dan [
lFtﬁ:r-dungan Anzr i
| [ - Meningkatnya Perlindungan Prediket Kabupaten Layak Anak Inislator Inislat :
'. [ terhadap Perempuan das Anak nislator Pratama Pratama Pratama

—
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. Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau Jebih kegiatan
vang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegintan
adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya

nunusia), burang modal lermasuk peralutan dan leknotogi, dana, alau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk

menghasitkan keluaran (oufput) dalam bentuk barang/jusy.

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 menguraikan tujuan, sasaran
dari Program dan Kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022. Agar program dan kegiatan
dan sub-kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang
diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih

jelasnya tujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub kegaiatan Tahun 2022 dapat
diuraikan scbagai berikut :

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Teriaksananya Peogembangan Potensi  Sumber  Kescjahicraan Scsial  Dacrah

Kabupaten/Kota Lainnya, meliputi Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan

Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sasaran:

Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota Lainnya melaluinya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan
R:lombaguan  Masyarakal

Femampuen  Poiensi Sumber Kesgjanleraan Sciiil K

Kewenangan Kabupaten/Kota.
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2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitus T, lantar, Anak Terlan(

i sriantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Tejuan:

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

melipnﬁ: Penvediaan Alat Bantu dan Pemherian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

Sasaran :

Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

melalui: Penyediaan Alat Bantu dan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan dacrah kabupaten/kota melalui
verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerahkabupaten/ kota.

Sasaran:

Terwujudnya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota melalui

verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota.

4, Periindungan Sosial Korban Beneana Aiam dan Sosial Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
meialui Peiayanan Dukungan Psikososial.

Sasaran:

Terwujudnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

wa 4‘||'l
HCiddil

etayunan Dukungan Psikososial.
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5. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakai terhadap Kesiapsiagaan Bencana

Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana

Kabupaten/Kota

Sasaran:

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana

Kabupaten/Kota
6. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Tujuan:

Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/kota .

Sasaran:

Terwujudnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/kota .

7. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah

Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.
Sasaran:

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.

8. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada

Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaien/Koia
Tujuan:

Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota ~iialt’ sosialisas

peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
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Sasaran:
Terwujudnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum sosial. dan ek i
BApE y 8 . ekonomi
pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui  sosjalisasi
i

peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

9. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

Tujuan:
terhadap perempuan lingkup  daerah

Terlaksananya pencegahan kekerasan
kabupaten/kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksunaan kebijakan, program

dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah

kabupalen/kola.

Sasaran:
terhadap perempuan lingkup daerah

Terwujudnya pencegahan kekerasan
kabupatcn/kota melajui koordinasi dan sinkronisasi pclaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah

kabupaten/kota.
10. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:
Terlaksananya Penyediaan l.ayanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan lavanan rujukan lanjutan bagi

perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran:
Terwujudnya Penvediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui
nivtar hags

konrdinaci dan ainkronisasi nelaksanaan penvediaan lavanan mijnkan

perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.
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(1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis (; . J
o s ) s dan lul.}.umu Duty Gender dan Anak
Jalam Relembagaan Data di Tingkat Dacrah Kabupaten/K oy

Tujuan:

Tcr!aksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data pender dan anak
dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalu; penyediaan daty

gender dan anak kewenangan kabupaten/kota

Sasaran:
Tercapainya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dun anak
dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data
gender dan anak kewenangan kabupaten/kota

12. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia

Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:
Terlaksananya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan
advokasi kebijakan dan

dunia usaha kewenangan kabupaten/kota melalui

pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media

dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.

Susuran:
Terwujudnya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia
usaha kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan
pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah. media dan dunia
usaha kewenangan kabupaten/kota.

13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak vang melibatkan para pihak

lingkup daerah kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan

pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadan anak
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Lewenangan kabupaten/kota scrta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kek
EabAl MeRCTasan

terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

Sasaran:

Terwujudnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak
lingkup daerah kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan

pelaksanaan kehijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anal

kewenangan kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasar,
terhadap anak kewenangan kabupaten/xcta

14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:
Terlaksananya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
vang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak vang memerinkan perlindunpan khnsns

kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran:
Terwujudnya penyediaan layanan bagi anak vang memerlukan perlindungan khusus
yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten‘kota melalui koordinast dan
sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak vang memerlukan perlindungan khusus
kewenangan kabupaten/kota.

i5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkai Dacrab

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja

Perangkat  Dacrah  yang meliputi Penyusunan Dokumen  Perencanaan dan

Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah,

Sasaran:
Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah vang selaras dan berkualitas.

tersedianya dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Dacrah yang andal akuntabel.
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16. Administrasi Keuangan Perangkal Daerah

Tujuan:
Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang meliputi
1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasj Pelaksaang

Tugas ASN.

Sasaran:
Tersedianya layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tecdiri dari

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang

andal, akuntabel dan tepat waktu.

17. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang meliputi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penvediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sasaran :
Tersedianya pelayanan administrasiumum Perangkat Daerah yang baik yang meliputi :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan:
Melaksanakan jasa penunjang urusan Perangkat Dacrah yang meliputi: Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umuin Kaator.
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Sasaran:

Tersedianya jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang meliputi: Penyediaan .
Sa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pel
Kantor,

ayanan Umum

19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintakan
Dacrah

Tujuan:

Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan
daerah meliputi: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Sasaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biayan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Opcrasional alau Lapangan. Tcrscdianya pemcliharaan Peralaian dan Mesin
Lainnya, serta tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan

Tahun Anggaran 2022 dircncanakan 11 Program dan didukung dengan 19 kegiatan dan 36
sub. kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 8.094.253.164,- dan diperkirakan

terealisasi sckitar 97 % antara lain adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

248

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 137.829.923 -
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peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kei
tiembagaan

fsebesar Rp.

- e

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu indikati
> 208.867.348,-
II. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Teriantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosja]
1. Penyediaan Makanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 165.000.600.-
2. Penyediaan Sandang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 165.000.000,-
3. Penyediaan Alat Bantu dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.048.964.-
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp.

38.698.000,-

Iii. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
i. Pcendaiaan Fakir Miskin Cakupan Dacrah Kabupalen/Kola dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 350.000.000,-
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 47.289.277,-
. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp.

(9]

150.000.000,-
iV. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1. Penyediaan Makanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 195.000.000,-
2. Penyediaan Sandang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 195.000.000.-
3. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan pagu indikatif sebesar Rp. 115.715.743.-
b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaien/Kola
1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dengan pagu
indikalif sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan pagu
indikatil scbesar Rp. 300.000.000,-
V. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a P 1hetpoae o :
. Pemeliharaan Taman Makam Pallawan Nasionand Kaby paten/Kola
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pemelinaradn Taman Makam Pahlawan Nasionai Kabupaten/K o, dengan pagy
indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-
3 P vI. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerinta,
Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksunaan PUG dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 40.872.964,-
b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Svsiai, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
i. Sosialisasi Peningkatan Pariisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosiai dan

Ekonomi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 164.000.000,-

Vil. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peluksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.057.000,-
b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
Yiemerfukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kckerasan Kewenangan Kabupaicn/Kota dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 143.094.600,-
VIIL. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Daia di Tingkat Daerah Kabupaten/Koia
1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 35.606.000,-
IX. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
4. Pelembaguan PHA pada Lembaga Pemerintaiy, Nonpemerintah, dun Dunia Usaba
Kewenangan Kabupaten/Kota
i. Advokast Kebijukan dan Pendampingan Pemenuhian Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan

Rabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.600.000,-
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. xoordinasi dan Sinkronisasi Peiembagaan Pemenuhan Hak Anak §

A aKk Anak Kewenangan
‘ = S

Kabupaten/ Kota dengan pagu indikatif scbesar Rp. 500.000.000

«. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

-

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Kegialun Penceguban Kekerasan ierhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 55.000.000,-

2. Koordinsi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangal
Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,-

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus yang

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memeriukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pag indikatif sebesar
Rp. 405.123.400,-

XI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT
KABUPATEN/KOTA

AHAN DAERAH

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran,
ikatif sebesar Rp. 150.000.600,-

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu ind
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
{, Penyedizan Guji dan Tunjangan ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp.
3.705.295.163,-
2. Penyediuan Administrasi Pelaksanaan
85.970.951,-
¢, Adminisirasi Umum Perangkai Ducral
alasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu

Tugas ASIN dengan pagu indikaiil sebesar Rp.

1. Penyediaan Komponen Inst
indikaiif sebesar Rp. 5.000.000,-

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.
78.657.408,-

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.527.733,-

4. Penycdiaan Barang Celakan dan Penggandaan dengan pagu indikatii scbesar Rp.
24.301.816,-

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu indikaui

sebesar Rp. 11.440.000,-

Dipindai dengan CamScanner



5, penyeienggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuliasi SKPD dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 137.973.000,-

4. Fenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 40.223.888,-

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.
107.976.132,-

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jusa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 205.381.902,-

. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp.
8.745.000,-

. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 103.162.950,-

o

)
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BARTY

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAFRAH

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabun

2022 terdini dani Prorgam dan Kegiatan sebagai berikat -

Dipindai dengan CamScanner
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Tabel : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2
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PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaien Pesisit Selalun merupakan penjabaran dari Rencana Sirategis yang Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan,
penyusunannya {elsh mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaien Pesisir Seiatan.
Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman Perencanaan dan pelaksanaan program
dan Kegiaian Dinas Sosiai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupalen
Pesisir Selatan dalam Tahun 2022.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alai untuk perencanaan, pengendalian dan
evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat
Duerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan
pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan

pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian

dan evaluasi kegiatan.

Seianjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum
sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam

penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan febih baik.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2022 ini disampaikan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan.

Painan, 2 Jjuni 2021
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Periggdungan Anak

Kabupateh Pesisir Selatan
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